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The view of Ritonga's semarga marriage in Tanjung Medan Village,
West Bilah District, Labuhan Batu Regency, with a focus on the
perspectives of religious and traditional leaders. customary figures.
The purpose of this research is to understand how Ritonga's
semarga marriage is carried out, the views held by religious and
traditional Ritonga's semarga martiage is catried out, the views held
by religious and traditional leaders, and determining the more
religious and traditional leaders, as well as determining which
opinion is stronger and relevant to the current state of society. the
current state of society. The method used in this research is a
qualitative method with a sociological and normative-empirical
approach. sociological and normative-empirical approaches. Data
collection was conducted through interviews and documentation,
while data analysis was carried out using the comparative method to
evaluate the differences in views between religious and traditional
leaders. to evaluate the differences in views between religious and
traditional leaders. Findings revealed significant differences in views
between religious and traditional leaders. Religious leaders state that
surname marriage Ritonga's semarga marriage is permissible because
there is no prohibition in Islamic teachings, while traditional leaders
oppose it because it is considered contrary to customary norms and
will be subject to customary sanctions. subject to customary
sanctions. The opinion that is stronger and more relevant to the
situation is the view of religious leaders, because it is in  with
Islamic law.

Info Artikel

Abstrak

Kata Kunci:
Perkawinan semarga

Pandangan terhadap perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung
Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan
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Ritonga; fokus pada perspektif tokoh agama dan tokoh adat. Tujuan dari
Tokoh agama; penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkawinan
Tokoh adat semarga Ritonga dilaksanakan, pandangan yang dipegang oleh tokoh

agama dan tokoh adat, serta menentukan pendapat yang lebih kuat
dan relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan sosiologis dan normatif-empiris. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis
data dilakukan dengan metode komparatif untuk mengevaluasi
perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat. Temuan
penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang
signifikan antara tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama
menyatakan bahwa perkawinan semarga Ritonga diperbolehkan
karena tidak ada larangan dalam ajaran Islam, sementara tokoh adat
menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma adat
dan akan dikenai sanksi adat. Pendapat yang lebih kuat dan relevan
dengan situasi masyarakat saat ini adalah pandangan tokoh agama,
karena sesuai dengan hukum Islam.

G) @ Copyright© 2025 by Author(s)
"This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan segala keragamannya, menjadi panggung bagi dinamika antara
adat dan agama yang terus berkembang (Fuadi, 2020). Di tengah keragaman ini, masyarakat
Batak Mandailing Angkola, yang sangat menghargai nilai-nilai tradisional, menghadapi
tantangan dalam mempertahankan larangan perkawinan semarga (Wulandari, 2022).
Larangan ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang memiliki
peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan identitas budaya (Hamid et al., 2024).
Masyarakat Batak Mandailing percaya bahwa hubungan kekeluargaan yang kuat merupakan
fondasi bagi kelangsungan komunitas mereka (Simanjuntak, 2009). Oleh karena itu,
pelanggaran terhadap aturan adat, seperti perkawinan semarga, dianggap dapat mengancam
keseimbangan sosial.

Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengaruh ajaran Islam
sebagai agama mayoritas di Indonesia, muncul pertanyaan tentang relevansi dan keabsahan
larangan perkawinan semarga dalam konteks agama. Islam dengan prinsip-prinsip
syariahnya, tidak mengenal larangan perkawinan berdasarkan marga, selama hubungan
tersebut tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qut'an, Hadits dan
qaidah usul figh (Tanjung, 2018). Tokoh agama, dalam hal ini, menekankan bahwa selama

tidak ada hubungan darah tidak menjadi persoalan, seperti yang diatur dalam Surah An-
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Nisa, perkawinan semarga seharusnya diperbolehkan. Pandangan ini memberikan
fleksibilitas bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama
(Mardani, 2011). Sebagi mana dalam Ko'idah Usul Figh di sebutkan

4aSas palall

Artinya: Adat bisa dijadikan hukum.

Qaidah ini adalah bahwa kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku dan diterima oleh
masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam Islam, selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Putri, 2020).

Hubungan perkawinan dengan peraturan menurut adat sangat diperhatikan (Abadi,
2021). Kesalahan atau pelanggaran yang muncul akan mengakibatkan cemoohan dan akan
mendapat sanksi (Chintya, 2020; Mahazil, 2022). Apabila terjadi perkawinan yang sumbang,
akan dihukum menurut adat yang disebut Rompak Tutur. Dan kemungkinan akan dibuang
ke lain tempat/diusir dati desa tersebut.

Beberapa yang dilarang Mengadakan perkawinan sesuai dengan Partuturon, yakni 1)
saudara Seibu sebapak, Sebapak, seibu atau sedara Jat (Ito); 2) saudara Semarga (Sekarang
telah banyak dilanggar); 3)saudara Ibu Kandung (Ujing) kalau ibu kita masih hidup (bujing);
4) saudara Istri kandung, Klaau Isteri Kita Masih Hidup (Adik); 5) saudara Laki-laki atau
yang sederajat; 6) anak saudara laki-laki atau yang sederajat (Cucu); 7) anak Saudara
perempuan yang perempuan atau yang sederajat; 8) anak saudara perempuan yang lelaki
atau yang sederajat (Anak); 9) anak Saudara ayah atau yang sederajat (Ito); 10) anak saudara
perempuan dari ibu (Ito); 11) anak perempuan dari saudara ayah yang perempuan (Boru
namboru) dimandailing hal ini diperbolehkan (Sumbang); 12) cucu baik laki- laki atupun
perempuan.

Pada era modern saat ini, terdapat berbagai regulasi yang mengatur urusan perkawinan,
baik dalam ranah adat, agama, maupun peraturan pemerintah. Konsekuensinya, hukum
adat semakin kehilangan perannya dalam proses pernikahan (Aditya, 2019). Jika suatu
perkawinan dilarang menurut ajaran agama, sebagian individu mencari celah melalui aspek
lain. Demikian pula, apabila suatu pernikahan tidak diperbolehkan menurut hukum adat
dan agama, sebagian orang berupaya untuk melegalkannya melalui ketentuan dalam
undang-undang perkawinan. Hal ini mencerminkan dinamika sosial dalam mencapai tujuan

dan cita-cita pernikahan (Baumi, 1987).
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Ketegangan antara adat dan agama dalam masyarakat Batak Mandailing Angkola
sering kali menciptakan dilema, terutama bagi generasi muda. Generasi muda cenderung
lebih terbuka terhadap pandangan agama, yang dianggap lebih rasional dan sesuai dengan
kehidupan modern. Di sisi lain, generasi yang lebih tua masih memegang teguh nilai-nilai
adat, yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka. Konflik ini tidak jarang
menimbulkan perdebatan internal dalam keluarga dan komunitas mengenai jalan mana yang
harus diambil. Dalam beberapa kasus, pasangan yang ingin menikah semarga harus
menjalani proses kompromi, seperti membayar denda adat atau melakukan ritual
penggantian marga.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah upaya tokoh adat untuk tetap
relevan di era modern. Meskipun mereka mempertahankan larangan perkawinan semarga
sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, mereka juga mulai beradaptasi
dengan perubahan sosial. Misalnya, beberapa tokoh adat menerima ritual penggantian
marga sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menikah semarga. Hal ini menunjukkan
bahwa adat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan
zaman, selama esensinya tetap terjaga

Di sisi lain, tokoh agama Islam memandang fleksibilitas ini sebagai langkah positif
yang memungkinkan masyarakat untuk mematuhi ajaran agama tanpa harus mengorbankan
nilai-nilai kultural mereka (Mardani, 2011). Dalam pandangan mereka, kompromi semacam
ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat. Prinsip ini juga
mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan
berbagai konteks budaya, termasuk dalam kasus perkawinan semarga di masyarakat Batak
Mandailing.

Beberapa penelitian mengenai perkawinan dalam masyarakat adat telah banyak
dilakukan oleh para akademisi, terutama dalam konteks hubungan antara hukum adat dan
hukum Islam. Para peneliti sebelumnya telah mengkaji tradisi perkawinan dalam berbagai
suku, seperti perkawinan adat Betawi (Siregar & Rochelman, 2021), masyarakat Singkil
(Khairuddin, 2020), masyarakat Lampung (Nugroho, 2019), dan Suku Melayu (Purnama,
2021). Namun, kajian spesifik mengenai pencarian jalan tengah antara adat Mandailing dan
hukum Islam dalam perkawinan satumarga Ritonga masih relatif jarang ditemukan. Pada
kenyataannya, praktik perkawinan dalam adat Mandailing sarat dengan nilai-nilai budaya
dan simbolisme yang tercermin dalam tata cara pernikahan, sistem kekerabatan, dan

tuntutan adat yang harus dipenuhi. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah
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kesesuaian antara aturan adat satumarga dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dalam
beberapa kasus, individu yang ingin menikah tetapi terhalang oleh aturan satumarga sering
mencari solusi dengan menyesuaikan pernikahan mereka dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam pandangan tokoh agama Islam dan
tokoh adat mandailing angkola terkait perkawinan semarga Ritonga. Dengan memahami
perspektif kedua pihak, mengeksplorasi bagaimana adat dan agama dapat saling berinteraksi
tanpa harus saling menegasikan. Penting untuk diingat bahwa dalam masyarakat yang
kompleks seperti Indonesia, pendekatan kompromi dan dialog harus selalu diutamakan agar
setiap elemen masyarakat merasa dihargai. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dinamika
sosial yang muncul akibat pergeseran nilai-nilai antara generasi tua dan generasi muda.

Artikel ini membahas pandangan tokoh agama, tokoh adat dan pandangan hukum
Islam. ada tiga isu utama yang diangkat dalam artikel ini: bagaimana pandangan tokoh
agama tentang perkawinan semarga di desa Tanjung Medan?, bagaimana pandangan tokoh
adat tentang perkawinan semarga di desa Tanjung Medan? bagaimana hukum perkawinan
semarga dalam perspektf hukum Islam?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang
lebih komprehensif tentang hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Batak
Mandailing. Dengan menekankan pentingnya dialog antara tokoh agama dan tokoh adat,
masyarakat diharapkan dapat menemukan titik temu yang memungkinkan kedua sistem
nilai ini berjalan harmonis. Hanya dengan cara ini, keberlanjutan adat dan agama dapat
terjaga, serta menciptakan kehidupan yang damai dan seimbang dalam kerangka

keberagaman budaya Indonesia.

METODE PENELITIAN
Untuk memahami praktik pernikahan satu marga Ritonga di Desa Tanjung Medan,

artikel ini menggunakan sosiologis empiris dan kemudian menganalisisnya dari perspektif
hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data informasi dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai tokoh seperti tokoh agama dan tokoh
adat serta informasi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhan Batu.

Setelah dikumpulkan dengan ketiga metode pengumpulan data tersebut, data
kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian dan
kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara. Setelah dipetakan

dan disajikan, data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif Miles dkk
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yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B., &

Matthew, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan Pandangan antara Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Perkawinan
Semarga Ritonga

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara
tokoh agama dan tokoh adat terkait dengan perkawinan semarga Ritonga. Tokoh agama,
seperti yang diwakili oleh H.Sahdan Siregar, Husni tamrin Hasibuan dan H.Ansori Rambe
menyatakan bahwa perkawinan semarga diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada
larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mereka berpendapat bahwa larangan dalam
Islam hanya berlaku pada hubungan darah langsung, perbesanan, dan susuan, sebagaimana

diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut.

L5 ) L5 L3

?SJP\}?SJMJ\‘;J\@SS@.A\}«_\;WuMJ;Y\uuj?&Lj?&mJ@&P\j?&uJe&H\?&hg_x.o);

“Dibaramkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmn, sandara-sandara
perempuanmu, sandara-sandara perempuan ayabmu, saudara-sandara perempuan ibumu, anak-
anak perempuan dari saudara laki-lakinm, anak-anak perempuan dari sandara perempuanmu,
thu yang menyusuimn, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua),
anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah
kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itn (dan sudab kanu
ceraikan), tidak berdosa bagimn (menikabinya), (dan dibaramkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu  (menantu), dan (dibaramkan pula) mengumpnllan (dalam pernikahan) dna
perempuan yang bersandara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampan. Sesunggubnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pendapat ini didukung oleh prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan (taysir)
dan maslahat (kebaikan) bagi umat, yang dalam konteks ini adalah fleksibilitas dalam
hukum perkawinan. Sebaliknya, tokoh adat seperti Raja Riduan Rambe, Nurdin Rambe dan
Julham Rambe mengungkapkan bahwa perkawinan semarga Ritonga melanggar hukum
adat. Menurutnya, praktik ini dapat merusak sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu
(Hadikusuma, 2000), yang merupakan fondasi utama dalam struktur sosial masyarakat
Batak Mandailing, dan mereka mengungkapkan perkawinan semarga Ritonga adalah
perkawinan sedarah. Pelanggaran terhadap hukum adat ini masih dianggap serius, meskipun
intensitas sanksi adat, seperti pengucilan dan pemutusan hubungan kekerabatan, telah

berkurang dibandingkan masa lalu (Samosir, 2013). Pandangan tokoh adat ini menunjukkan
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upaya mereka untuk mempertahankan identitas kultural dan menjaga kesatuan sosial di
tengah-tengah perubahan zaman.

Hasil penelitian juga mengungkapkan adanya upaya kompromi dari pihak adat
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Raja Riduan Rambe menyebutkan
bahwa pasangan yang ingin menikah semarga dapat melakukannya dengan syarat membayar
denda adat dan menjalani ritual penggantian marga. Ritual ini memungkinkan pasangan
tersebut untuk menghindari sanksi adat dan tetap diterima dalam komunitas. Praktik ini
menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tanjung Medan bersifat dinamis dan mampu
beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai
tradisional (Samosir, 2013).

Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat dalam kasus ini
mencerminkan adanya tarik-menarik antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap
perubahan sosial. Tokoh agama cenderung lebih fleksibel dengan berpedoman pada prinsip
syariat Islam, sementara tokoh adat berusaha mempertahankan larangan perkawinan
semarga sebagai cara untuk menjaga identitas kultural dan keutuhan sosial.

Pendapat tokoh agama yang membolehkan perkawinan semarga Ritonga dinilai
lebih kuat (arjah) dalam konteks masyarakat kontemporer, karena dalam QS. An-Nisa ayat
23, Allah SWT dengan jelas menyebutkan daftar orang-orang yang haram untuk dinikahi,
seperti ibu, saudara kandung, bibi, keponakan, dan lain-lain. Selama seseorang tidak
termasuk dalam kategori mahram, maka pernikahan diperbolehkan. Dengan demikian, jika
seseorang yang berada dalam satu marga tidak termasuk dalam daftar yang diharamkan,
pernikahan tersebut secara syariat diperbolehkan. lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
yang mengutamakan kemudahan dan maslahat (Mukhsin, 2000).

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum agama dan adat harus
dilakukan dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial agar tidak menimbulkan konflik
yang lebih besar. sebagai tambahan, pandangan masyarakat terhadap perkawinan
semarga juga mencerminkan dinamika sosial yang sedang berkembang di Desa Tanjung
Medan. Banyak di antara masyarakat yang berada di persimpangan antara mempertahankan
adat atau menerima ajaran agama sebagai landasan utama dalam kehidupan mereka. Hal ini
terlihat jelas pada generasi muda yang semakin cenderung memilih jalan yang lebih terbuka
terhadap agama. Meski demikian, penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai leluhur tetap

dipegang teguh oleh banyak individu, khususnya di kalangan yang lebih tua. Proses adaptasi
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dan kompromi antara agama dan adat merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas
sosial di desa ini.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perdebatan ini bukan hanya mengenai
norma hukum, tetapi juga tentang identitas kultural yang mendalam. Dalam konteks
masyarakat Batak Mandailing, sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu memiliki peran sentral
yang menentukan bagaimana hubungan sosial dan komunitas terstruktur. Larangan
perkawinan semarga merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan dan harmonisasi
kekerabatan. Oleh karena itu, bagi sebagian besar tokoh adat, membuka pintu bagi
perkawinan semarga dapat merusak tatanan sosial yang sudah ada selama berabad-abad.
Namun, dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan modernitas, hukum adat ini
mengalami transformasi, yang memungkinkan adanya ritual penggantian marga sebagai
jalan tengah (Purba, 2017).

Ke depan, dialog dan diskusi yang berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh adat,
dan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam menyelesaikan perdebatan ini. Seiring
dengan semakin banyaknya pasangan yang mencari jalan kompromi, seperti membayar
denda adat atau menjalani ritual penggantian marga, akan terbentuk pemahaman yang lebih
baik mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan secara harmonis. Dengan
demikian, masyarakat dapat terus menghormati tradisi mereka sambil tetap mengadopsi
nilai-nilai agama yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial kontemporer.

Hasil wawancara menunjukkan beragam pandangan masyarakat mengenai praktik
perkawinan semarga Ritonga. Dalam masyarakat Batak Mandailing Angkola, perkawinan
semarga menjadi topik yang kompleks, di mana hukum adat dan agama seringkali
berhadapan satu sama lain. Dari 10 responden yang diwawancarai, dapat disimpulkan
bahwa banyak di antara mereka memiliki kesadaran akan dinamika ini. Sebagian besar dari
mereka berpendapat, bahwa Perkawinan Semarga Ritonga dianggap tidak menjadi masalah
di kalangan masyarakat Mandailing Angkola. Hal ini menandakan bahwa Agama lebih

diutamakan dari Adat.

Perkawinan Semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan dalam Perspektif Hukum
Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki landasan hukum yang
jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits (Lubis et al, 2023). Islam mengatur batasan-batasan

pernikahan dengan menekankan prinsip kehalalan dan keabsahan hubungan perkawinan.
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Ketentuan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah, tetapi
juga untuk melindungi nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Al-
Yamani, 2023; Reza & Khairuddin, 2024). Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus
memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara agama dan hukum. Salah satu aspek
penting dalam hukum perkawinan Islam adalah larangan pernikahan berdasarkan hubungan
kekerabatan atau nasab. Islam dengan tegas melarang pernikahan antara individu yang
memiliki hubungan darah langsung, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak,
serta kerabat dekat lainnya sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23.

Selain itu, larangan pernikahan juga berlaku bagi hubungan perbesanan
(mushaharah), di mana seseorang tidak boleh menikahi ibu mertua, anak tiri (jika telah
berhubungan suami istri dengan ibunya), menantu, serta istri ayah atau anaknya (Abbas et
al., 2020). Selain larangan berdasarkan nasab dan perbesanan, Islam juga melarang
pernikahan karena hubungan susuan (radha’ah) (Hermanto, 2016; Arisman, 2018). Seorang
anak telah menyusu kepada seorang wanita sebanyak lima kali atau lebih dalam usia di
bawah dua tahun, maka hubungan tersebut dianggap seperti hubungan nasab dan
mengakibatkan larangan menikah di antara mereka. Ketiga aspek ini, yaitu nasab,
perbesanan, dan susuan, menjadi prinsip utama dalam hukum perkawinan Islam guna
memastikan pernikahan berlangsung dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat.

Dalam konteks masyarakat Desa Tanjung Medan, perkawinan semarga Ritonga
menjadi perdebatan karena adanya perbedaan antara norma adat dan hukum Islam. Secara
umum, Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga, selama pasangan tersebut
tidak memiliki hubungan darah langsung yang termasuk dalam kategori mahram. Oleh
karena itu, pernikahan semarga dalam Islam sebenarnya diperbolehkan selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat lainnya. Dalam masyarakat Ritonga di Desa
Tanjung Medan, larangan perkawinan semarga lebih banyak didasarkan pada norma adat
yang telah berlangsung turun-temurun.

Tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa individu yang berasal dari satu marga
dianggap sebagai saudara, meskipun secara biologis mereka tidak memiliki hubungan darah
langsung. Pandangan ini berbeda dengan konsep nasab dalam Islam, di mana saudara
kandung yang haram dinikahi adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung,
seperti saudara sekandung, seayah, atau seibu. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara
adat dan hukum Islam terletak pada bagaimana hubungan kekerabatan didefinisikan. Tokoh

agama di Desa Tanjung Medan berpendapat bahwa pelarangan perkawinan semarga
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seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah jika mereka tidak
termasuk dalam kategori mahram. Mereka menegaskan bahwa Islam memberikan
fleksibilitas dalam hal ini, asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Pendapat ini juga
didukung oleh beberapa komunitas Muslim di daerah lain yang tidak menerapkan larangan
serupa, menunjukkan bahwa praktik ini lebih bersifat lokal dan tidak bersumber dari ajaran
Islam secara langsung,.

Dengan demikian, hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan pernikahan
berdasarkan prinsip syariat daripada aturan sosial yang tidak memiliki dasar teologis yang
kuat (Lukman & Holik, 2024). Namun, di sisi lain, norma adat yang melarang perkawinan
semarga tetap dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Medan.
Mereka beranggapan bahwa larangan ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap
tradisi leluhur serta menjaga keharmonisan dalam hubungan kekerabatan. Beberapa tokoh
adat juga berpendapat bahwa pernikahan semarga dapat menimbulkan ketidaknyamanan
sosial dan potensi konflik dalam keluarga besar. Oleh karena itu, mereka lebih memilih
untuk mempertahankan tradisi ini meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan
eksplisit terhadap perkawinan semarga.

Perbedaan pandangan ini menciptakan dilema bagi pasangan yang ingin menikah
tetapi terhalang oleh norma adat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap ingin
menikah memilih untuk melangsungkan akad nikah di luar desa atau mengikuti prosedur
hukum negara agar pernikahan mereka tetap sah secara administratif dan agama. Namun,
pilihan ini sering kali membawa konsekuensi sosial, seperti pengucilan dari keluarga besar
atau tekanan dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih
fleksibel dan dialog terbuka antara tokoh adat dan tokoh agama agar aturan adat tidak
bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang lebih inklusif.

Dalam perspektif ‘urf (kebiasaan masyarakat) dalam Islam, adat yang tidak
bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam suatu
komunitas (Witro et al., 2024). Namun, jika suatu adat bertentangan dengan prinsip dasar
Islam, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam
hal ini, pelarangan perkawinan semarga Ritonga seharusnya dikaji ulang agar dapat
disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Penyesuaian ini bukan berarti
menghilangkan adat sepenuhnya, tetapi lebih kepada mencari tittk temu yang dapat

mengakomodasi kepentingan agama dan budaya secara seimbang.
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Dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat, kemungkinan perubahan
dalam aturan adat perkawinan semarga Ritonga tetap terbuka. Perubahan ini dapat
dilakukan melalui musyawarah antara pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat agar
ditemukan solusi yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga tetap sejalan dengan
prinsip-prinsip Islam. Jika dialog ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan tercipta sistem
sosial yang lebih harmonis tanpa harus mengorbankan hak individu dalam menentukan
pasangan hidupnya. Secara keseluruhan, perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung
Medan merupakan fenomena sosial yang mencerminkan ketegangan antara adat dan hukum
Islam. Hukum Islam sebenarnya tidak melarang praktik ini, tetapi norma adat masih
menjadi penghalang utama bagi pasangan yang ingin menikah semarga. Oleh karena itu,
diperlukan kajian lebih lanjut dan pendekatan yang lebih inklusif agar hukum Islam dan

adat dapat berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat mengenai
perkawinan semarga di Desa Tanjung Medan. Tokoh agama, seperti ulama dan pemuka
masyarakat yang berbasis pada ajaran Islam, umumnya berpendapat bahwa perkawinan
semarga diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat larangan cksplisit dalam Al-
Qur’an dan Hadits. Mereka menekankan bahwa Islam hanya melarang pernikahan bagi
mereka yang memiliki hubungan darah langsung, perbesanan, dan susuan. Sebaliknya,
tokoh adat di Desa Tanjung Medan memiliki pandangan yang berbeda. Mereka meyakini
bahwa perkawinan semarga tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai
kekerabatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif adat, individu
yang berasal dari satu marga dianggap memiliki hubungan persaudaraan yang kuat, sehingga
pernikahan semarga dianggap tabu dan dapat merusak harmoni sosial dalam komunitas.

Perspektif hukum Islam, perkawinan semarga tidak termasuk dalam kategori
pernikahan yang dilarang karena tidak ada dalil yang melarangnya secara tegas. Islam lebih
menitikberatkan pada aspek larangan pernikahan berdasarkan nasab, perbesanan, dan
susuan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini, sehingga
perkawinan semarga seharusnya tidak menjadi persoalan jika kedua pasangan memenuhi
syarat dan rukun pernikahan. Namun, dalam konteks sosial, perbedaan antara hukum Islam
dan adat dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

pendekatan yang lebih fleksibel dan dialog antara tokoh agama dan tokoh adat agar
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ditemukan solusi yang tidak hanya menghormati nilai-nilai budaya tetapi juga sejalan
dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pandangan tokoh agama dan tokoh
adat terkait perkawinan semarga di Desa Tanjung Medan dalam perspektif hukum Islam.
Oleh karena itu, penelitian ini tidak memberikan gambaran yang lebih luas mengenai
praktik perkawinan semarga di daerah lain yang memiliki adat dan norma serupa.
Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk masyarakat
Mandailing secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti aspek hukum
Islam dan adat tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan
atau penolakan terhadap perkawinan semarga, seperti faktor sosial, ekonomi, dan
psikologis. Karena keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih
lanjut dengan pendekatan yang lebih luas dan data yang lebih variatif. Hal ini bertujuan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkawinan

semarga dalam masyarakat Mandailing di berbagai daerah.
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